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INGSUN KUMALA IRTI. NPM. 1505170156. Analisis Penerapan PKBL 
Untuk Perkembangan UMKM Berdasarkan Prinsip Umum CSR Studi Pada 
PTPN III (Persero) Medan, 2019, Skripsi  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab 
berlebih dan berkurangnya dana PKBL pada PTPN III (Persero) Medan yang 
direalisasikan, untuk mengetahui dan  menganalisis berdasarkan prinsip umum 
CSR (Corporate Social Responsibility) yang digunakan sebagai alat ukur 
penelitian. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif, dengan 
menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang berasal dari data 
sekunder yang mana pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukan penerapan PKBL untuk perkembangan 
UMKM pada PTPN III (Persero) Medan dengan menggunakan pengukuran 
Prinsip Umum CSR sudah  berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Undang-
undang, namun pada laporan keuangan PKBL belum diterapkannya prinsip 
keterbukaan (transparency), dikarenakan laporan tersebut bersifat internal 
sehingga hanya pihak pihak yang terkait yang mengetahuinya. 
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A.  Latar Belakang Masalah  
 Organisasi diseluruh dunia dan para pemangku kepentingan menjadi 
semakin sadar kebutuhan dan manfaat dari perilaku yang bertanggung jawab 
secara sosial. Kinerja organisasi dalam kaitannya dengan masyarakat dimana ia 
beroperasi dan dampak terhadap lingkungan telah menjadi bagian penting dari 
pengukuran kinerja secara keseluruhan dan kemampuannya untuk terus beroperasi 
dengan efektif. Tujuan dari tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan berkelanjutan. Corporate social responsibility (CSR) 
merupakan istilah baru yang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan kepada 
masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. CSR menjadi perhatian dan 
bahan pembicaraan didunia bisnis yang menjadi salah satu tanggung jawab suatu 
perusahaan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berperan untuk 
mewujudkan kesejahteraan social dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat 
(Satori dkk.,2015). 
 Di indonesia sendiri berbicara mengenai regulasi tentang pelaksanaan 
CSR yang mengaturnya, seperti peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri 
program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan 
pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan 
kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan 







Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA)     
(Andrianto, 2017). 
  Aktivitas CSR sudah banyak dilakukan hampir seluruh perusahaan, 
bentuk program yang dikenal adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) sebagai contoh perusahaan PTPN III (Persero) Medan. Bentuk CSR 
dalam BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL 
merupakan praktik CSR yang dilakukan oleh BUMN. Menurut Nining (2018) 
menyatakan bahwa  PKBL diharapkan menjadi peningkatan partisipasi BUMN 
untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan 
masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan 
untuk menciptakan pemerataan pembangunan.  
 Peraturan menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang 
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN beserta aktivitas, 
aturan-aturan yang harus dipenuhi dan pelaporanya. Permen ini menjadi acuan 
bagi BUMN untuk Melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL). Pada pasal 9 ayat 1 (c) No 2 beban pembinaan bersifat hibah dan 
besarnya paling banyak 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada 
tahun berjalan.  
 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh BUMN sebagai salah satu bentuk kepedulian bentuk 
BUMN kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut Yunidia (2013) yang 
menyatakan bahwa  PKBL sebagai pembentukan citra perusahaan, diarahkan 







pengurangan jumlah pengangguran (pro–job), pengurangan jumlah penduduk 
miskin (pro-poor) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro–growth). 
Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan 
maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan 
turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 
ekonomi yang lemah, koperasi, dan masyarakat. Setiap BUMN wajib membentuk 
unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan pengalokasian dana PKBL. 
Penerapan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang 
dilaksankan di PT. Perkebunan nusantara III (Persero) Medan sesuai, dikarenakan 
labah bersih yang didapatkan PTPN III sesuai dengan dana yang direalisasikan 
untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada tahun 2014 dana 
yang direalisasikan berlebih 2% dari laba bersih dan pada tahun 2013, 2015 s/d 
2017 jauh dari standar, sebagaimana yang diatur dalam permen BUMN No. Per-
05/MBU/2007 yang mengatur dana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
dengan pengalokasian dana PKBL  maksimal 2% dari laba bersih.  
Dapat kita lihat penyesuaian laba bersih terhadap dana PKBL yang 














PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan 
Realisasi Dana PKBL  
Dari Laba Bersih Perusahaan 
 
  Dari tabel 1.1 dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
yang terealisasi dapat dilihat pada tahun 2014 dana yang direalisasikan melebihi 
dari 2% dengan demikian maka bertentangan dengan PER-05/MBU/2007. 
Kemudian masalah lain yang dapat dilihat pada tabel ini pada tahun 2015 s/d 2017 
terjadi penurunan yang cukup signifikan realisasi dana PKBL jika dilihat dari laba 
bersih perusahaan, ini menunjukan bahwa pada tahun 2015 s/d 2017 PT 
Perkebunan nusantara III (Persero) Medan hanya sedikit menyalurkan dana 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
 Disamping itu untuk dana PKBL menurut PER-02/MBU/7/2017 pada 
pasal 9 ayat 1 (c) No 2 beban pembinaan  yang menyatakan bersifat hibah 
besarnya paling banyak 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada 
tahun berjalan.  
Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini  penyesuaian dana terealisasi 




Tahun Laba bersih 
Maks 2 % dari  
Laba bersih  
Realisasi dana  
PKBL  
Keterangan  
2013   396.777.055.383 11.935.541.108  9.397.783.668 < 2% 
2014   571.824.378.563 11.436.487.571 13.056.125.390 > 2% 
2015   596.372.459.810 11.927.449.196   3.686.979.532 < 2% 
2016    865.076.987.409 17.301.539.748   7.476.584.000 < 2% 








PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan 
Realisasi Penyaluran PKBL 
Berdasarkan Sektor Bantuan 






2013   9.397.783.668 1.879.556.733 1.931.618.435 > 20% 
2014 13.056.125.390 2.661.225.078 1.787.696.500 < 20% 
2015   3.686.979.532     737.395.906    496.282.676 < 20% 
2016   7.476.584.000 1.495.316.800     560.500.410 < 20% 
2017  14.442.132.239 2.888.426.447     659.942.400 < 20% 
 
 Dilihat dari tabel 1.2 dana terealisasi terhadap dana yang disalurkan pada 
dana pembinaan dapat kita lihat pada tahun 2013 dana yang disalurkan melebihi 
20% dengan demikian maka bertentangan pula dengan PER-02/MBU/7/2017 pada 
pasal 9 ayat 1 (c) No 2. Kemudian masalah lain yang dapat dilihat pada tabel ini 
pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan dana 
pembinaan yang disalurkan  jika dilihat dari dana PKBL yang direalisasikan. Ini 
menunjukan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 PT Perkebunan Nusantara III 
(Persero) Medan hanya sedikit menyalurkan dana pembinaan. 
 Menurut Meilani (2018) pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
UMKM  menurut  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu: Usaha Mikro 
adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan Usaha 







dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan dan cabang perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai.  
Dengan adanya program PKBL di Provinsi Sumatra Utara dapat kita lihat 
perkembangan UMKM dari tahun 2013 s/d 2017 seperti tabel di bawah ini : 
Tabel I.3 
  Data Mitra Binaan (UMKM) 
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan 
No Sektor 
Jumlah (unit) 




2.928 3.307 2.861 2.722 2.918 
  
 Dari tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa Mitra Binaan dalam sektor UMKM 
yang berada pada naungan PTPN III (Persero) Medan dengan adanya Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menunjukan pada tahun 2014 jumlah 
unit UMKM tersebut mengalami peningkatan dari jumlah unit sebelumnya pada 
tahun 2013, akan tetapi pada tahun 2015 s/d 2016 jumlah unit UMKM mengalami 
penurunan kembali, namun  pada tahun 2017 jumlah unit UMKM mengalami 
peningkatan, hal ini menunjukan bahwa PTPN III (Persero) Medan mengalami 
bertambah dan berkurangnya jumlah unit Mitra Binaan dalam sektor UMKM 
yang disalurkan PKBL pada PTPN III (Persero) Medan.  
 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul ”Analisis Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) untuk Perkembangan  Usaha Mkro Kecil Menengah (UMKM) 








B. Identifikasi Masalah   
1. Adanya kelebihan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
pada tahun 2014 yang tidak sesuai dengan PER-05/MBU/2007. 
2. Adanya kelebihan dana pembinaan pada tahun 2013 yang tidak sesuai 
dengan PER-02/MBU/7/2017. 
3. Adanya penurunan dana pembinaan yang disalurkan dari dana PKBL pada 
tahun 2016 dan 2017 yang sangat pesat. 
4. Adanya penurunan jumlah unit Mitra Binaan dalam sektor UMKM pada 
tahun 2015 dan 2016.   
5. Adanya perkembangan jumlah unit Mitra Binaan dalam sector UMKM 
yang tidak cukup pesat pada tahun 2017 
 
C.  Rumusan Masalah  
Bagaimana Penerapan PKBL untuk perkembanagan UMKM berdasarkan 
prinsip Umum CSR pada PTPN III (persero) Medan ?  
D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian   
1. Untuk Mengetahui Prinsip Umum CSR yang diterapkan pada PKBL 
di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. 
2. Untuk Mengetahui Perkembangan UMKM pada PT. Perkebunan 
Nusantara III yang sesuai dengan Prinsip Umum CSR. 
3. Untuk Mengetahui Penerepan PKBL dan Perkembangan UMKM yang 







2. Manfaat Penelitian  
1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan 
wawasan serta prmahaman peneliti khususnya mengenai Penerapan 
PKBL Untuk  Perkembangan UMKM Berdasarkan Prinsip Umum CSR 
Pada PTPN III (Persero) Medan. 
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam pengambilan 
keputusan dengan Penerapan PKBL Untuk  Perkembangan UMKM 
Berdasarkan Prinsip Umum CSR Pada PTPN III (Persero) Medan yang 
akan datang. 
3. Bagi pihak lain, Sebagai bahan referansi untuk melakukan penelitian 
selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan PKBL Untuk  






















A. Uraian Teoritis 
1. Corporate Social Responsibility (CSR) 
a. Pengertian CSR 
 Menurut Budi (2014:1)  menyatakan bahwa “Corporate Social 
Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap 
lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab 
lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan”.  
 Dalam  peraturan pemerintah terkait pelaksanaan CSR adalah 
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Bab I dalam ketentuan umum pasal 2 ayat 1 (e) disebutkan maksud dan 
tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan 
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 
masyarakat. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 
66 ayat 2 (a) mengatur laporan tahunan harus memuat sekurang-
kurangnya: laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. Pada Pasal 74 ayat 1-4 juga tertera ketentuan untuk 
melaksanakan CSR.  
 Menurut Mailani (2012) yang menyebutkan “adanya beberapa 
bentuk-bentuk CSR yaitu CSR berbentuk karitif (charity) , CSR 
berbentuk kedermawanan (philantrophy), dan CSR berbentuk 







b. Manfaat CSR  
Manfaat penerapan CSR bagi perusahaan yaitu : 
1) Dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand 
image perusahaan, layak mendapatkan social licence to operate, 
mereduksi risiko bisnis perusahaan.  
2) Melebarkan akses sumberdaya, membentangkan akses menuju 
market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan 
stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator. 
3)  Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, serta 
berpeluang mendapatkan penghargaan. 
   Sedangkan manfaat CSR bagi masyarakat  yaitu dapat 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, tabungan, 
konsumsi, dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. 
c. Prinsip Umum CSR 
 Prinsip-prinsip yang diatur dalam Good Corporate Governance 
secara umum terdiri dari empat prinsip, yaitu: 
1. Prinsip akuntabilitas (accountability) 
  Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung 
jawab atas keberhasilan pengelolaan, keberhasilan pengelolahan 
perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. 
1.1 Pengertian akuntabilitas  
   Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggung jawaban atau menjwab dan menerangkan kinerja dan 







pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggung jawaban.  
Menurut sedarmayanti (2009) yang menyatakan bahwa: 
 “akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan 
pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas 
merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik 
bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat 
dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya 
kepada pemilik (stakeholder)”. 
 
  Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya 
menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, 
inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi 
manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan 
sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu 
organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama 
dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi 
finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan 
tersebut pada laporan tahunan. 
1.2  Indikator Akuntabilitas 
 Oleh karena Good Corporate Gorponance berpegang pada 
akuntabilitas maka perlu ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan 
PKBL yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PKBL dalam 











2. Prinsip Keterbukaan (transparency) 
  Adanya informasi yang akurat dan dapat diaudit oleh pihak 
ketiga yang independen sebagai laporan kepada para pemegang 
saham, sehingga pemegang saham dapat mengetahui perkembangan 
dan kemerosotan perusahaan. Prinsip ini jug menginginkan adanya 
lapran yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan 
perubahan perubahan pengurus serta saham yang dapat 
mengakibatkan terjadinya pergeseran kepemilikan dan bentuk-
bentuk tindakan lainnya yang dilakukan oleh direksi dan komisaris 
dalam melaksanakan tugasnya masing masing secara berkala 
maupun berkesinambungan.  
2.1 Pengertian keterbukaan  
 Transparansi adalah prinsip menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, 
proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang 
dicapai. 
2.2 Indikator transparansi 
 Transparansi dapat dilihat, yaitu adanya kebijakan terbuka 
terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat 
dapat terjangkau setiap segi kebijakan PKBL terhadap masyarakat. 
Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya 
antara perusahaan  dengan publik dimana perusahaan harus 







terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, 
peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses perusahaan, adanya 
mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi 
yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban 
perusahaan menyediakan informasi kepada masyarakat, serta 
menumbuhkan usaha-usaha di tengah masyarakat untuk 
memperbaiki perekonomian masyarakat kecil.  
3. Kewajaran (fairness) 
 Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan 
minoritas, khususnya para pemegang saham minoritas untuk dapat 
memiliki perlakuan yang adil. 
3.1 Pengertian kewajaran 
  Pengertian kewajaran menurut UU. No. 40 tahun 2007 
tentang perseroan yang memberikan satu saham satu hak suara 
(pasal 84) dan hak pemegang saham minoritas untuk dapat 
mengusulkan diadakanya RUPS melalui pengadilan jika pemegang 
saham mayoritas tidak melaksanakan (pasal 80). 
3.2  Indikator kewajaran  
   Setiap direksi maupun komisaris agar lebih mementingkan 
kepentinga perusahaan daripada kepentingan pribadi, sehingga 
semua kegiatan yang berhadapan dengan konflik kepentingan 









4. Tanggung Jawab (responsibility) 
 Prinsip ini menegaskan konsep fiduciary duty dari para pengurus 
perseroan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang digariskan dalam 
pengelolahan perusahaan.   
4.1 Pengertian Tanggung Jawab  
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya 
untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan 
antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh 
organisasi perusahaan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat 
yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi perusahaan maka 
kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang 
sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara 
pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas 
menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan 
tujuan organisasi perusahaan. 
4.2  Indikator tanggung jawab  
 Perusahaan diharuskan dengan memerhatikan kepentingan 
stakeholder perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) 
dari produk dan jasa bagi stake older perusahaan dan memelhara 











2. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) 
a. Pengertian PKBL 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh BUMN sebagai salah satu bentuk 
kepedulian bentuk BUMN kepada masyarakat dan lingkungan sesuai 
peraturan mentri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang 
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN BUMN 
beserta aktivitas, aturan-aturan yang harus dipenuhi dan pelaporanya. 
Permene ini menjadi acuan bagi BUMN untuk Melaksanakan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
 Adapun program PKBL terbagi menjadi 2 bagian yaitu: 
1. Program Kemitraan 
 Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan 
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui 
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.  
  Bentuk Bantuan dan Pembinaan : 
1) Bantuan bersifat pinjaman 
a. Pinjaman modal kerja merupakan pinjaman yang 
penggunaanya untuk keperluan pembelian barang yang habis 
dalam satu kali proses produksi. 
b. Pinjaman untuk modal investasi merupakan pinjaman yang 
penggunaanya untuk keperluan pembelian barang yang tidak 








2) Bantuan Bersifat Hibah 
 Adalah bantuan yang diberikan kepada Mitra Binaan 
dimana mitra binaan tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan 
bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan 
untuk memnbiayai kegiatan dalam rangka peningkatan sumber 
daya manusia yang bermanfaat bagi perkembangan usaha Mitra 
Binaan antara lain dalam bentuk : 
1. Pendidikan. 
2. Pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan 
kewirausahaan. 
3. Pelatihan manajemen.  
4. Pelatihan ketrampilan teknis produksi. 
5. Penelitihan dan pengkajian penyusunan studi pengembangan 
usaha.  
6. Bantuan pemasaran dan promosi produksi untuk meningkatkan 
penjualan. 
2. Program Bina Lingkungan  
 Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan 
kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana 
dari bagian laba BUMN. Kegiatan Program Bina Lingkungan 
meliputi bantuan bencana alam, pendidikan masyarakat, prasarana 









3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
a. Pengertian UMKM 
  Menurut Meilani (2018) pengertian Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah UMKM  menurut  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
yaitu: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang.  
3.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.  
 
Menurut Siswanti (2016) yang menyatakan bahwa :   
“kriteria Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai 
asset paling banyak 50 juta, atau dengan hasil penjualan 
tahunan paling besar 300 juta; usaha kecil dengan nilai asset 
lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta 
hingga maksimum Rp 2.500.000.000; dan usaha menengah 
adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 
Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 100 milyar atau 
memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000 
sampai paling tinggi Rp 50 milyar”. 
 
 Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah 
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan 







sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha 
mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah 
pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, 
dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-
perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam 
kategori usaha besar. 
 
b. Manfaat UMKM 
1. Membuka lapangan pekerjaan, adanya UKM tentunya membuka 
kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. 
2. Menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, saat ini 
indonesia telah menjadi anggota negara-negara G20 yang 
merupakan kumpulan 20 negara penghasil produk domestik bruto 
terbesar di dunia. 
3. Salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat 
kelas kecil dan umenengah. 
c. Jenis – jenis UMKM 
Adapun menurut (Akifa, 2014) jenis jenis UMKM sebagai berikut :  
1. UMKM di bidang perdagangan, dapat di golongkan menjadi dua 
jenis yakni UMKM retail (eceran) dan UMKM grosir (besar) 
2. UMKM dibidang industri dapat dibagi menjadi tiga jenis yakni 
UKM pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, UKM bahan 
baku menjadi bahan setengah jadi, dan UKM bahan setengah jadi 
menjadi bahan jadi. 
3. UMKM di bidang jasa merupakan jenis UKM yang bergerak 








4. UMKM dibidang agraris merupakan jenis UKM yang bergerak 
dalam bidang pengolahan sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui, sehingga bisa memberikan manfaat atau 
mendatangkan keuntungan. 
5. UMKM dibidang ekstraktif merupakan jenis UKM yang bergerak 
dalam bidang pengambilan hasil alam secara langsung, baik 
dengan mengubah bentuk dan jatnya maupun tidak. 
 
d. Kendala kendala yang dihadapi pelaku UMKM 
1. Tidak memiliki pengalaman, banyak diantara pelaku UKM yang 
suka ikut ikutan orang lain dalam menjalankan UKM mereka, 
padahal mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang 
UKM yang dijalankan. 
2. Lokasi kurang strategis, khusus untuk UKM dibidang 
perdagangan, lokasi yang kurang strategis banyak laut dapat 
melumpuhkan UKM yang dijalankan. 
3. Harga tidak memenuhin standart, akan membuat produk atau jasa 
dari UKM yang dijalankan tidak disukai oleh pelanggan. Untuk itu, 
para pelaku ukm baiknya berfokus pada keuntungan yang sedikit. 
4. Tidak memiliki manajemen yang baik, manajemen yang baik 
ternyata dibutuhkan dalam memajukan atau mengembangkan 
UKM. Manajemen yang baik meliputi pengendalian keuangan, 
penyelarasan visi dan misi, perbaikan pelayanan pelanggan, 
perbaikan kinerja kayawan, serta pengawasan jalanya usaha. 
5. Tidak fokus pada strategi penjualan, sangat penting untuk 








6. Strategi tidak mengena, ternyata juga banyak ikut berpengaruh 
pada penjualan produk atau jasa dari ukamyang dijalankan. 
7. Tidak bisa mengatur stok persediaan barang, pelaku UKM yang 
belum cukup pengalaman sering kali tidak bisa mengatur stok 
persediaan barang. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, tentu 
bisa mengancam UKM yang sudah dijalankan.  
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan salah satu refrensi penulis dalam 
melakukan penelitian, karena penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara 
berfikirnya dapat menghasilkan berupa ilmu yang dapat diandalkan dan berguna 
bagi peneliti sebelumnya. 
 Berikut peneliti terdahulu yang penulis kumpulkan : 
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 
Nama 
Peneliti 










STUDI KASUS PADA PT 
WASKITA KARYA 
Program PKBL dan pelaporan kegiatan 
PKBL PT Wakita Karya telah sesuai dengan 
UU No. 40 tahun 2007 tetapi belum sesuai 












variabel sikap terhadap perilaku (X1) secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap niat 
berwirausaha thitung 
(7,782) > ttabel (1,965). Selain itu pada 
variabel norma subjektif (X2) secara parsial 
berpengaruh signifikan positif 
terhadap niat berwirausaha dengan nilai 
thitung (2,572) > ttabel (1,965) dan variabel 
kontrol perilaku yang dirasakan 
(X3) berpengaruh secara parsial terhadap 

















PKBL merupakan sebuah program PT 
Petrokimia Gresik yang dijalankan 
Departemen Humas untuk mewujudkan visi 
dan misi perusahaan sebagai mediator antara 
kebutuhan perusahaahaan dan masyarakat, 
dan tujuan CSR perusahaan untuk 




DAN PROGRAM BINA 
LINGKUNGAN PADA PT 
PELINDO III SURABAYA 
Program CSR yang telah dijalankan oleh PT. 
Pelindo III (Persero) sangat bagus dan 
terprogram. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya program kerja setiap tahun dalam 
pelaksanaannya disertai adanya laporan 
posisi dan aktivitas keuangan tentang 
program kemitraan dan pengembangan 
lingkungan. Jadi dalam penyusunan 
informasi keuangan dan pelaksanaan praktik 
kedua program tersebut telah sangat 





USAHA MIKRO, KECIL 
DAN MENENGAH 
(UMKM) MELALUI 
PROGRAM CSR PT 
INDOCEMENT 
Menunjukan bahwa pengrajin batik tulis 
Ciwaringin mendapatan manfaat 
pemberdayan UMKM melalui permodalan, 
sarana prasarana, dukungan pemasaran, 
dukungan non materil,serta selalu 
mengingatkan pengrajin tentang tujuan 
utama pada setiap kegiatan yang 
dilaksanakan, dan dampak pemberdayaan 
memiliki positif negative.  
 
C. Kerangka Berfikir  
Penerapan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) merupakan 
suatu kegiatan yang dilakuakan BUMN sebagai salah satu bentuk kepedulian 
BUMN kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu PT. Perkebunan 
Nusantara III (Persero) Medan juga melakukan penerapan PKBL kepada 
masyarakat kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana 
dari bagian laba BUMN. UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada 







 Dalam prnsip umum CSR terdapat Permen BUMN No. 02/MBU/7/2017 
pasal 9 ayat 1 (a) yang mengatur tentang dana Program Kemitaraan yang 
disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian 
aset dalam meningkatkan produksi penjualan dan pinjaman jangka pendek untuk 
memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan, dalam ayat 1 (c) yang 
menyebutkan Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan,pelatihan, 
pemasaran, pemagangan, promosi yang menyangkut peningkatan produktivitas 
Mitra Binaan serta untuk pengkajian yang berekaitan dengan program Kemitraan. 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik 
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang. Perkembangan UMKM setelah adanya Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) yang berada pada PTPN III (Persero) Medan dapat kita 
lihat pada data Mitra Binaan aktif menunjukan pada tahun 2014 jumlah unit 
UMKM tersebut mengalami peningkatan dari jumlah unit sebelumnya pada tahun 
2013, akan tetapi pada tahun 2015 s/d 2016 jumlah unit UMKM mengalami 
penurunan kembali, namun  pada tahun 2017 jumlah unit UMKM mengalami 
peningkatan, hal ini menunjukan bahwa PTPN III (Persero) Medan mengalami 
bertambah dan berkurangnya jumlah unit Mitra Binaan dalam sektor UMKM 
yang disalurkan PKBL pada PTPN III (Persero) Medan. Menurut Mailani (2012) 
yang menyatakan banyak sekali UMKM yang dari dahulu hingga sekarang masih 
saja menjadi UMKM dan tidak mengalami perkembangan yang signifikian, oleh 
karena itu sebagai masukan bagi perusahaan mengenai pelaksanaan program CSR 
dalam pengembangan UMKM lebih di fokuskan kepada capacity building, 

















































A.  Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang 
diterima dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, berupa wawancara 
dan data laporan keuangan perusahaan, data realisasi penyaluran Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), data Mitra Binaan dalam sektor 
UMKM, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis 
menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.   
Menurut Moh. Nazir (2009 hal.54), pendekatan deskriptif adalah 
metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akutrat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. 
 
B.  Definisi Operasional Variabel   
Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian 
sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainya. Untuk mempermudah 
dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah : 
1. Prinsip CSR merupakan ranah tanggung jawab sosial yang 
mengandung difiensi yang sangat luas dan kompleks, terutama 







Adapun prinsip umum CSR dalam penelitian ini akan diukur denagan 
accountability, transparency,fairness dan responsibility. 
2. PKBL merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BUMN sebagai salah 
satu bentuk kepedulian bentuk BUMN kepada masyarakat dan 
lingkungan. Adapun PKBL dalam penelitian ini diukur dengan PER-
05/MBU/2007. 
3. Perkembangan UMKM dalam penelitian ini akan dilihat dengan 
menggunakan data Mitra Binaan aktif dalam sektor UMKM pada 
PTPN III (Persero) Medan. 
 
C.  Tempat dan Waktu Penelitian       
1. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini PT. Perkebunan 
Nusantara III (Persero) Medan yang beralamat di jl. Sei batang hari No 2, 
Simpang Tanjung, Medan Sunggal. 
2. Waktu penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018. Adapun rincian 













Tabel III.1 Waktu Penelitian 
 
D. Jenis dan sumber data 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang 
berbentuk angka, yang diperoleh dari data penyaluran realisasi Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan dan laporan keuangan perusahaan. Dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data 
yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari realisasi 
penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2013 s/d 2017 pada  
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. 
 
E.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan teknik 
pengumpulan data dengan mengadakan memfoto dan pencatatan yang bersumber 
dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi penyaluran Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan dan laporan keuangan perusahaan dari tahun 
Kegiatan  
September Oktober November Desember Januari Februari  Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Prariset                                                         
Pengaduan Judul                                                         
Pengesahan Judul                                                         
Bimbingan Proposal                                                         
Penyelesaian Proposal                                                         
Seminar proposal                                                          
Perbaikan Proposal                                                         
Penyusunan Skripsi                                                         
Bimbingan Skripsi                                                         







2013 s/d 2017 yang di perlukan oleh peneliti. Adapun Kisi-kisi wawancara 
penelitian sebagai berikut: 
Tabel III.2 Teknik Pengumpulan Data 
















Menyusun Rancana Kerja dan Anggaran Pembinaan (RKAP) 
PKBL Melakukan pembukuan atas PKBL. 
Menyusun laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan 
berkala baik triwulan maupun tahunan kepada menteri dengan 
tembusan kepada kordinator BUMN Pembina di wilayah masing-
masing. 
Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. 
Penyisihan beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling 


















Tersedianya informasi yang memadai pada setiap laporan diaudit 
setelah disusun dan disampaikan kepada pihak terkait,dan akses 
pada informasi yang siap, mudah dijangkau bebas di peroleh dan 
tepat waktu. 
Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat setelah 
adanya penyaluran PKBL. 
Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PKBL 
serta meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 

















Adanya undang-undang yang mengatur PKBL. 
Adanya penggolongan kualitas pinjaman kredit UMKM pada 
PKBL. 










Adanya penerapan PKBL pada PTPN III (Persero) Medan. 
Terjalinya kerjasama masyarakat UMKM dengan PKBL. 
Tersedianya infrastuktur sarana umum bagi masyarakat dengan 
adanya PKBL. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 
Kuatitatif yaitu analisis penerapan PKBL untuk perkembangan UMKM 
berdasarkan prinsip umum CSR pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 
Medan berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain: 
1. Mengumpulkan data dan mewawancarai penelitian yang dilakukan 
berupa realisasi penyaluran dana PKBL pada PTPN III Medan tahun 
2013 sampai dengan 2017. 
2. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan PTPN III Medan 
dan laporan keungan PKBL dengan indikator yang sesuai dengan teori. 
3. Mengumpulkan data Mitra Binaan aktif dalam UMKM pada PTPN III 
(Persero) Medan . 








HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN  
 
A. Hasil Penelitian  
1. Deskriptif Data 
Tabel IV.1 
Data Penyaluran PKBL Pada PTPN III (Persero) Medan 





Laba Bersih PTPN III Realisasi Dana PKBL 
Dana Pembinaan 
Yang Disalurkan 
2013 2928  Rp       396.777.055.383   Rp          9.397.783.668   Rp   1.931.618.435  
2014 3307  Rp       571.824.378.563   Rp        13.056.125.390   Rp   1.787.696.500  
2015 2861  Rp       596.372.459.810   Rp          3.686.979.532   Rp     496.282.676  
2016 2722  Rp       865.076.987.409   Rp          7.476.584.000   Rp     560.500.410  
2017 2918  Rp    1.229.464.174.674   Rp        14.442.132.239   Rp     659.942.400  
Jumlah Nilai Tertinggi 3307  Rp    1.229.464.174.674   Rp        14.442.132.239   Rp   1.931.618.435  
Jumlah Nilai Terendah 2722  Rp       571.824.378.563   Rp          3.686.979.532   Rp     496.282.676  
Jumlah Nilai Rata-rata 2906  Rp       898.440.435.026   Rp          8.746.961.508   Rp     828.925.319  
 
Dapat kita lihat pada tabel diatas dimana jumlah nilai tertinggi pada 
penerima UMKM terdapat pada tahun 2014 yang berjumlah 3307 unit, jumlah 
tertinggi tersebut didapatkan karena pada tahun tersebut pihak PKBL melakukan 
penyuluhan-penyuluhan atau memperkenalkan program program yang berada 
pada PKBL salah satunya yaitu seperti memberikan pinjaman modal kepada 
pemilik UMKM masyarakat untuk membuat usaha-usaha mereka lebih maju dan 
berkembang dengan adanya modal yang mencukupi maka pemilik UMKM dapat 
mengembangkan usahanya. Sedangkan jumlah nilai terendah dari penerima 
UMKM terdapat pada tahun 2016 yaitu berjumlah 2722 unit, jumlah nilai 







penyuluhan atau pengenalan program-program yang berada di dalam PKBL 
kepada masyarakat-masyarakat pemilik usaha yang belum pernah ikut dalam 
PKBL, sedangkan pada tahun 2017 jumlah unit UMKM mulai meningkat 
kembali, dikarenakan pihak-pihak PKBL mulai melakukan kembali penyuluhan-
penyuluhan atau memperkenalkan program-program yang berada dalam PKBL  
terhadap pemilik-pemilik usaha yang berada dimasyarakat yang belum pernah 
bergabung dalam PKBL seperti program dalam peminjaman modal serta adanya 
pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku usaha, hal tersebut merupakan salah 
satu sebab meningkatnya jumlah unit UMKM pada tahun 2017 dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian jumlah nilai rata-rata penerimaan 
UMKM mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata 2906 hal 
tersebut merupakan rata-rata jumlah penerimaan UMKM lima tahun terakhir dari 
tahun 2017.     
 Pada raealisasi dana PKBL jumlah nilai tertinggi di peroleh pada tahun 
2017 dengan jumlah Rp 14.442.132.239 realisasi dana tertinggi tersebut 
dikarenakan pada tahun 2017 mulai melakukan kembali penyuluhan-penyuluhan 
atau memperkenalkan kembali PKBL kepada masyarakat, dengan demikian dana 
yang dibutuhkan lebih banyak, dilakukanya hal tersebut dengan demikian maka 
jumlah unit UMKM yang bergabung juga mulai meningkat dari tahun 
sebelumnya, sebelum dilakukanya penyuluhan atau pengenalan PKBL terhadap 
pelaku-pelaku usaha, maka dari itu dana yang di butuhkan dalam program 
program PKBL lebih meningkat dengan kita lihat mulai meningkatnya jumlah 
unit UMKM, hal seperti itu menjadikan jumlah nilai tertinggi realisasi dana PKBL 







terdapat pada tahun 2015 yang berjumlah  Rp 3.686.979.532 realisai dana tersebut 
disebabkan PKBL hanya sedikit melakukan program-program pembinaan, karena 
pada tahun sebelumnya realisasi dana PKBL banyak melakukan program 
pembinaan, pelatihan terhadap pelaku–pelaku UMKM yang bergabung pada 
PKBL serta melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha yang belum ikut 
bergabung kedalam PKBL, hal tersebut merupakan menjadi alasan rendahnya 
realisasi dana PKBL pada tahun 2015. Maka dari itu jumlah nilai rata-rata 
realisasi dana PKBL lima tahun terakhir dari tahun 2017 yang sebesar                 
Rp 8.746.961.508 yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017. 
 Pada dana pembinaan yang disalurkan jumlah nilai tertinggi terdapat pada 
tahun 2013 sebesar Rp 1.931.618.435 jumlah terebut diperoleh karena pada tahun 
2013 masyarakat banyak membutuhkan infrastruktur sarana umum seperti rumah 
ibadah, pendidikan, serta layanan umum kesehatan lainya maka dari itu pada 
tahun 2013 PKBL banyak menyalurkan dana pembinaan untuk membangun 
infrastruktur sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal tersebut yang 
menjadikan tingginya dana pembinaan yang disalurkan pada tahun 2013. 
Sedangkan jumlah nilai terendah dana pembinaan yang disalurkan terdapat pada 
tahun 2015 sebesar Rp 496.282.676 rendahnya dana pembinaan yang disalurkan 
disebabkan pada tahun tersebut sudah berkurangnya infrastruktur sarana umum 
yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 
2013-2014 banyak menyalurkan dana pembinaan untuk pembangunan infrastruktu 
sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian pada tahun 
2015 hanya sedikit dibutuhkannya pembangunan-pembangunan infrastruktur 







pembinaan yang disalurkan pada tahun 2015. Maka dari itu jumlah nilai rata-rata  
lima tahun terakhir dana pembinaan yang disalurkan dari tahun 2017 sebesar     
Rp. 828.925.319 yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017.                  
 
2. Analisis Data 
a. Prinsip umum CSR berdasarkan Akuntabitas (accountability) 
Berdasarkan hasil wawancara prinsip CSR terkait dengan 
akuntabilitas diketahui bahwa dalam proses penyusunan RKAP sudah 
dijalankan dengan baik, yaitu dengan melakukan pembukuan PKBL 
serta laporan keuangan PKBL yang dilakukan triwulan atau setiap 3 
bulan sekali dan setelah itu membuat laporan tahunan. Laporan 
keuangan PKBL meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan 
aktifitas dan laporan arus kas. Didalam melakukan penyususnan 
RKAP dimulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
pembinaan (RKAP) dan selanjutnya disetujui oleh RUPS, RKAP yang 
setelah disetujui dan RUPS dapat dilakukan penyaluran sambil 
menunggu alokasi perwilayah dari kementerian negara BUMN. 
Kemudian dilihat dari data penyaluran PKBL dana yang diperoleh dari 
perusahaan, yaitu melalui laba bersih perusahaan PTPN III yang 
diambil maksimal 2%, serta beban pembinaan yang bersifat hibah 
diambil dari dana PKBL sebanyak 20% sudah sesuai yang dijalankan 









b. Prinsip umum CSR berdasarkan keterbukaan (transparency) 
Keterbukaan (transparency) dalam prinsip umum CSR pada 
PTPN III (Persero) Medan sudah dijalankan dengan baik pada laporan 
keuangan perusahaan yang diaudit yaitu dengan tersedianya informasi-
informasi yang siap, mudah dijaungkau, bebas diperoleh dan akurat 
serta mempublikasikan laporan tersebut didalam media internet, 
namun sebaliknya pada laporan keuangan PKBL belum dijalankan 
dengan baik dikarenakan dalam laporan PKBL merupakan laporan 
internal pada tiap-tiap unit dimana informasi serta laporan tersebut 
hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. 
 
c. Prinsip umum CSR berdasarkan Kewajaran (fairness) 
Prinsip umum CSR berdasarkan prinsip Kewajaran (fairness) 
pada PTPN III (Persero) Medan sudah melakukan kedisiplinan berupa 
peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
PKBL yang wajib dilakukan dimana semua hal tersebut merupakan 
prinsip-prinsip yang diatur dalam Good Corporate Governance yang 
merupakan tatakelola perusahaan. Selain itu kewajaran dalam prinsip 
umum CSR juga menjelaskan tentang kualitas pinjaman pada PKBL 
pada PTPN III yang terdapat tiga kriteria yaitu lancar, kurang lancar, 
dan macet. Lancar yaitu pembayaran pinjaman tepat waktu dan paling 
lambat 30 hari, kurang lancar yaitu pembayaran angsuran yang telah 
melampaui 30 hari dan belum melampauai 180 hari, sedangkan macet 







kewajaran pada PKBL PTPN III juga menjeaskan penggolongan 
kuantitas pinjaman yaitu memiliki tiga tipe pertama tanpa 
menggunakan agunan, selanjutnya menggunakan agunan SK camat, 
serta menggunakan sertifikat tanah atau gedung. Disamping itu, 
dilihat dari data penyaluran PKBL pada laba bersih perusahaan PTPN 
III yang direalisasikan pada dana PKBL dan dana pembinaan yang 
disalurkan, pernah mengalami berlebihnya dana PKBL yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
laba bersih perusahaan, hal tersebut yang menjadikan prinsip 
ketidakwajaran dialami oleh PKBL, namun pada tahun selanjutnya 
PKBL sudah menjalankan prinsip kewajaran dengan baik dikarenakan 
dana yang disalurkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang dana PKBL tersebut. 
 
d. Prinsip umum CSR berdasarkan Tanggung jawab (responsibility) 
 Dalam prinsip Tanggung jawab (responsibility) yang terdapat pada 
PTPN III (Persero) Medan menjalankan prinsip tanggung jawab tersebut 
dengan baik, yaitu dengan menjalankan program-program pembangunan 
infrastruktur sarana umum yang di perlukan oleh masyarakat serta 
menjalin hubungan kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan 
seperti memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha UMKM 
masyarakat, hal tersebut merupakan salah satu program penerapan PKBL 









a. Berdasarkan dari hasil analisis data disebutkan bahwa penerapan prinsip 
umum CSR berdasarkan prinsip Akuntabilitas suda dijalankan oleh 
perusahaan dengan baik hal tersebut dapat kita lihat dari melakukannya 
penyusunan kerja dan anggaran pembinaan (RKAP) dan melakukan 
pembukuan PKBL serta laporan keuangan yang dilakukan triwulan atau 
setiap 3 bulan seklali pada tiap tahunnya, sesuai dengan PER-
05/MBU/2007 pasal 6 (c) yang berisisi laporan triwulan dan tahunan 
pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan di wilayah 
koordinasi kepada menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina 
diwilayahnya. 
b. Kemudian dari hasil analisis juga menjelaskan penerapan prinsip umum 
CSR berdasarkan prinsip Keterbukaan (transparency) sudah dijalankan 
dengan baik, namun pada laporan keuangan PKBL pihak perusahaan tidak 
melakukan prinsip keterbukaan seperti laporan keuangan PTPN III 
(Persero) Medan yang di publikasikan di media internet, hal tersebut 
dikarenakan laporan keuangan PKBL merupakan suatu laporan internal 
pada tiap-tiap unit dan hanya pihak-pihak yang terkait yang 
mengetahuinya. Pernyataan ini sesuai dengan Sukrisno Agoes dan I Cenik 
Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut: Transparansi artinya kewajiban 
bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses 
keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan 
informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus 







Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, 
atau ditunda-tunda pengungkapannya. 
c. Selanjutnya hasil dari analisis penerapan prinsip umum CSR berdasarkan 
prinsip Kewajaran (fairness) juga sudah menjalankan dengan baik yaitu 
dengan melakukan kedisiplinan berupa peraturan-peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang PKBL, dimana hal ini sesuai dengan 
PER-05/MBU/2007 dalam BAB III pasal 9 (1) (2) yang menyatakan dana 
program kemitraan dan bina lingkugan penyisihan laba setelah pajak 
maksimal 2%  dan dalam PER-02/MBU/7/2017 pasal 9 (c) juga 
menyeatakan beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 
20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan 
pada tahun berjalan. 
d. Kemudian dari hasil analisis menjelaskan tentang  pernerapan prinsip 
umum CSR berdasarkan prinsip Tanggung jawab (responsibility) juga 
sudah menjalankan dengan baik yaitu dengan malakukan  program-
program pembangunan infrastruktur sarana umum yang di perlukan oleh 
masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama antara masyarakat 
dengan perusahaan, hal ini sesuai dengan pernyataan Budi (2014:11) 
yang menyatakan perusahaan harus lebih memperhatikan dimensi social 
dan lingkungan hidup terhadap stakeholders untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kelangsungan lingkungan demi kelangsungan 
perusahaan karena kondisi keuangan saja ridak  cukup untuk menjamin 







Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. 
Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan PKBL untuk perkembngan UMKM berdasarkan prinsip umum CSR 
dalam prinsip Akuntabilitas (accountabilityi), Keterbukaan (transparancy), 
Kewajaran (fairness), dan Tanggung jawab (Responsibillity) sudah berjalan 
dengan baik pada PTPN III (Persero) Medan. Dimana prinsip-prinsip tersebut 
merupakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Good Corporate Governance yang 
merupakan tata kelola perusahaan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.    
 Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Rosinta Ria 
Pangabean., dkk (2011) dimana hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
program PKBL dan pelaporan kegiatan PKBL PT Waskita Karya telah sesuai 
dengan undang-undang No. 40 tahun 2007 tetapi belum sesuai dengan prinsip –
prinsip GRI. 
 Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, 
pengukuran indicator dan dimana peneliti hanya mengukur dengan prinsip-prinsip 
umum CSR yaitu Akuntabilitas  (accountabilityi), Keterbukaan (transparency), 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis peneliti dapat menyimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan PKBL dalam prinsip umum CSR berdasarkan prinsip 
Akuntabilitas (accountability) sudah dijalankan oleh perusahaan 
dengan baik. 
2. Penerapan PKBL dalam prinsip umum CSR berdasarkan prinsip 
Keterbukaan (transparency) sudah dijalan dengan baik pada 
laporan keuangan perusahaan, namun dalam laporan keuangan 
PKBL belum dijalankan prinsip keterbukaan. 
3. Penerapan PKBL dalam prinsip umum CSR berdasarkan prinsip 
Kewajaran (fairness) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. 
4. Penerapan PKBL dalam prinsip umum CSR berdasarkan prinsip 
Tanggung jawab (responsibility) berjalan dengan baik dan 













Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya PKBL mampu meningkatkan dan memaksimalkan jumlah 
unit mitra binaan dalam sektor UMKM dengan lebih memberikan 
perhatian khusus kepada pelaku-pelaku usaha masyarakat untuk dapat 
bergabung kedalam PKBL PTPN III (Persero) Medan. 
2. Sebaiknya bagi PKBL perusahaan PTPN III (Persero) Medan dalam 
melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh 
masyarakat agar lebih teratur agar dana pembinaan yang disalurkan 
lebih merata. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan 
penelitian tentang penerapan PKBL dengan menambahkan aspek-
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